PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Alur Kerja
Pihak yang Terlibat dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dan Mekanisme dan Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa, perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2017
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Kubu Raya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu
Raya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

\/?
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tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1237);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1401);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian
Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1652);
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Menetapkan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Katalog Elektronik dan E-Purchasing (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1642);

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar
Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2017
tentang Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun
2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 4),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II mengenai Bagan alur kerja pihak yang terkait
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran III mengenai mekanisme dan prosedur pengadaan
barang/jasa, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu

Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal |5 Desember 2017

BUPATI KUBU RAYA,
\"\,

———

RUSMAN ALI
Diundangkan di Sun%ai Rayaw 2013




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN ALUR KERJA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SKPD

. PPK yang Belum Memiliki
Kode Akses (User-ld dan
Password) Aplikasi SPSE
harus Melakukan
Pendaftaran sebagai
Pengguna SPSE;

. PPK Menerima Kode Akses
(User Id dan Password)

Aplikasi SPSE dari LPSE;
. PPK Menyerahkan
Rencana Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa
yang  berisikan  Paket,
Kerangka Acuan Kerja/
Spesifikasi Teknis, Harga
Perkiraan Sendiri (HPS)
dan Rancangan Umum

Kontrak Kepada POKJA
. PPK Menerima  Berita
Acara Hasil

Pelelangan/Berita  Acara
Hasil Seleksi dari POKJA
ULP

« PPK Menandatangani
Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) dan  Kontrak
sesuai Ketentuan yang
Berlaku.

LPSE
+ —{1. Menerima Pendaftaran Penerbitan
" Kode Akses (User Id dan
Password) Aplikasi dari Pengguna
ULP SPSE (PPK / POKJA ULP);
Menyampaikan 2. Membuat Kode Akses (User-Id dan
penugasan POKJA ULP Password) Aplikasi SPSE
kepada POKJA ULP. 561;815““3 REUEL (RS THAREIR
LP).

3. Menyampaikan Kode Akses (User

Id dan Password) Aplikasi SPSE
Kepada Pengguna SPSE
(PPK/POKJA ULP).

POKJA ULP

| ——————— —={1. Menerima penugasan POKJA ULP.

___—=12. POKJA ULP yang Belum Memiliki
Kode Akses (User Id dan
Password) Aplikasi SPSE harus
Melakukan Pendaftaran sebagai
Pengguna SPSE.

— 3. POKJA ULP Menerima Kode Akses
(User Id dan Password) Aplikasi
SPSE dari LPSE

4. Pokja ULP Menerima dan
ULP menyimpan Surat/Dokumen
Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang disampaikan
oleh PPK

Menerima Tembusan
dari POKJA ULP
berupa Berita Acara

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tangga..19. [2%ser

5. Pokja ULP menyusun dan
menetapkan Dokumen Pengadaan
serta Melaksanakan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Sesuai
Ketentuan yang Berlaku.

6. POKJA ULP Menyampaikan Berita

Acara Hasil Pelelangan/Berita

Acara Hasil Seleksi Kepada PPK

sebagai Dasar untuk Menerbitkan

Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ) dengan

Tembusan Kepada ULP.

Hasil Pelelangan /Berita
Acara Hasil Seleksi.

BUPATI KUBU RAYA,

ber 2003 (\/

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA WQ

[

N f’ RUSMAN ALI

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH|KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....201F | NOMOR..60

...............................



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ‘ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

SKPD Unit Layanan Pengadaan Penyedia
PA/KPA PPK ULP POKJA ULP Barang/Jasa
Menyusun v Membuat Paket,
dan Menyusun Jadwal
rahk:
Menetapkan M;lg:canaan > pelaksanaan dan
Rencana Palaksanaan Menetapkan Metode
Umum Pengadaan Pelelangan dan
Pengadaan Barang/Jasa Dokumen Pemilihan
yang berisikan v
Paket, [
Rerasigha Pengumuman
Acuan Kerja/ v
lgdengum\iljmka.n Spe.siﬁkasi Pendaftaran,
=i Teknis, Harga Download Dokumen
Pengadaan Perkiraan
Sesuai Sendiri (HPS) v
Ketentuan yang dan Rancangan .
Berlaku anaan
Umum Kontrak s w—
v
Penetapan
v
Pengumuman
Pemenang melalui
Menerima Website LPSE
Berita Acara
Hasil
Pelelangan / Proses  pelelangan
Berita Acara selesai, POKJA ULP
: : menyampaikan
Has‘,l Sl Berita Acara Hasil
dari POKJA Pelelangan / Berita
Acara Hasil Seleksi
Menerima Kepada PPK dengan
Tembusan berupa Tembusan Kepada
Berita Acara Hasil ULE
Pelelangan / Berita
- Acara Hasil Seleksi Menjawab b Mengirim
Penunjukan dari POKJA ULP Sanggahan Sanggahan
Penyedia 'y
barang/jasa
¢ A 4
Proses sanggahan
Kontrak selesai, POKJA ULP
. menyampaikan
Berita Acara Hasil
Pelelangan / Berita
Acara Hasil Seleksi
Kepada PPK dengan
Tembusan Kepada
urLp
BUPATI KUBU RAYA,
Diundangkan di Sungai Ra Lo — o C \_;
Pada tanggal..}2... VXN <20 pe “

Pit. SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RUSMAN ALI

N,

ODAN{ PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN. 2217 | NOMOR....80........



